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|

BUPATI BENGKALIS,
bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Dumai Nomor S-
1101/WPB.04/KP.O2/2020 tanggal O2 September 2020 perihal
hasil evaluasi Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 tahun
2020, terdapat beberapa pasal yang dianggap belum sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun
Anggaran 2020,

b.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679),

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4.

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539),



2

5.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322),

6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485):

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1884):

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentangPrioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367):

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PM.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PM.0O7/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 249):
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377):
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13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44
Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 44),
ditambah dan diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut :

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah dan

penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
(3) Pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil

pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa
pemindahbukuan DD dari Bupati.

(4) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 4046

(empat puluh persen):
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40x (empat

puluh persen): dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 204 (dua

puluh persen).
2. Ketentuan dalam Pasal 31 ditambah 1 ayat yaitu ayat (1),

sehingga berunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentianpenyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan

(2) Bupati menunda penyaluran DD, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1): dan
b. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat

pengawas fungsional di Daerah.
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(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan
penyaluran dan/atau penggunaan DD.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan DD sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 44 September 2921
Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

TN.
H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 September 2120
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

Bu.
H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR


